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Abstrak

Transformasi digital administrasi perpajakan merupakan bagian penting dari reformasi fiskal nasional yang bertujuan
meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inisiatif strategis dalam reformasi tersebut adalah
implementasi Core Tax Administration System (Coretax) yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi
perpajakan dalam satu sistem terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kinerja administrasi pajak
sebelum dan sesudah implementasi Coretax melalui studi longitudinal pada PT Timah Tbk sebagai wajib pajak badan berskala
besar di sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi longitudinal
komparatif. Data yang digunakan berupa data sekunder administrasi perpajakan perusahaan pada periode pra-Coretax
(2019-2021) dan pasca-Coretax (2022—2024). Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji beda paired
sample t-test setelah terlebih dahulu dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Indikator kinerja administrasi pajak yang
dianalisis meliputi ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), waktu pemrosesan administrasi pajak, jumlah
pembetulan SPT, sanksi administratif, serta kesesuaian data antara perusahaan dan otoritas pajak. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja administrasi pajak PT
Timah Tbk. Terjadi peningkatan ketepatan waktu pelaporan SPT serta penurunan waktu pemrosesan administrasi pajak,
jumlah pembetulan SPT, sanksi administratif, dan selisih data perpajakan. Temuan ini menunjukkan bahwa Coretax berperan
efektif dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan administratif wajib pajak badan. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi dasar evaluasi kebijakan implementasi Coretax dan penguatan tata kelola administrasi perpajakan di era digital.

Kata kunci: Core Tax Administration System, Digitalisasi Pajak, Kinerja Administrasi Pajak.

1. Latar Belakang

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan merupakan bagian integral dari reformasi fiskal
nasional yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan
negara. Dalam konteks Indonesia, reformasi ini diwujudkan melalui pengembangan dan implementasi Core Tax
Administration System (Coretax) sebagai sistem inti yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi
perpajakan dalam satu platform terpadu. Coretax dikembangkan melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan (PSIAP) dan dirancang untuk menggantikan sistem lama yang bersifat terfragmentasi,
kurang terintegrasi, serta memiliki keterbatasan dalam mendukung pengawasan dan analisis kepatuhan wajib pajak
secara komprehensif [1].

Secara konseptual, Coretax diharapkan mampu memperkuat fungsi administrasi perpajakan melalui
integrasi basis data, peningkatan kualitas informasi perpajakan, serta penerapan compliance risk management
berbasis data. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menempatkan Coretax sebagai instrumen strategis untuk
mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making), meningkatkan efektivitas
pengawasan, serta memperbaiki kualitas layanan perpajakan kepada wajib pajak [2]. Dengan demikian,
keberhasilan implementasi Coretax tidak hanya diukur dari aspek teknis sistem, tetapi juga dari dampaknya
terhadap kinerja administrasi pajak baik di sisi otoritas pajak maupun wajib pajak.

Namun demikian, implementasi sistem informasi berskala nasional seperti Coretax merupakan proses yang
kompleks dan berisiko tinggi. Peralihan dari sistem administrasi pajak lama ke sistem baru berpotensi
menimbulkan berbagai permasalahan pada fase awal implementasi, seperti gangguan operasional, kendala migrasi
data, penyesuaian prosedur kerja, serta kebutuhan adaptasi sumber daya manusia. Sejumlah laporan dan kajian
empiris menunjukkan bahwa tantangan teknis dan operasional pada masa transisi sistem dapat memengaruhi
kelancaran pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan dan berpotensi menurunkan kinerja administrasi pajak
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dalam jangka pendek [3]. Kondisi ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak tidak serta-merta
menghasilkan peningkatan kinerja tanpa diiringi kesiapan organisasi dan sistem pendukung yang memadai.

Dampak implementasi Coretax menjadi semakin relevan untuk dikaji pada wajib pajak badan berskala
besar, khususnya perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan pertambangan. Perusahaan dalam
sektor ini umumnya memiliki karakteristik transaksi yang kompleks, melibatkan berbagai jenis pajak, mekanisme
pemotongan dan pemungutan, serta interaksi administratif yang intensif dengan otoritas pajak. PT Timah Tbk
sebagai salah satu perusahaan pertambangan strategis milik negara memiliki kewajiban perpajakan yang signifikan
dan kompleks, sehingga perubahan sistem administrasi pajak berpotensi memberikan dampak yang nyata terhadap
proses administrasi, kepatuhan, serta risiko administratif perusahaan [4].

Dalam praktiknya, perubahan sistem administrasi pajak dapat memengaruhi berbagai aspek kinerja
administrasi pajak perusahaan, antara lain ketepatan waktu pelaporan, efisiensi proses administrasi, akurasi data
perpajakan, serta intensitas koreksi dan sanksi administratif. Apabila implementasi Coretax tidak diiringi dengan
kesiapan sistem internal perusahaan, potensi terjadinya kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan, dan
ketidaksesuaian data dapat meningkat, terutama pada periode awal implementasi. Sebaliknya, apabila Coretax
mampu diimplementasikan secara efektif dan terintegrasi dengan sistem internal perusahaan, maka sistem ini
berpotensi meningkatkan efisiensi, kualitas administrasi, dan kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Meskipun Coretax telah menjadi agenda strategis nasional, kajian empiris yang secara khusus mengevaluasi
dampak implementasi Coretax terhadap Kinerja administrasi pajak di tingkat wajib pajak badan masih relatif
terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan studi longitudinal. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih
banyak berfokus pada perspektif otoritas pajak atau aspek konseptual transformasi digital perpajakan, sementara
bukti empiris mengenai perubahan kinerja administrasi pajak sebelum dan sesudah implementasi Coretax pada
perusahaan besar masih belum banyak tersedia [5].

Dalam konteks akademik, kajian empiris mengenai dampak implementasi Coretax terhadap kinerja
administrasi pajak wajib pajak badan masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan longitudinal.
Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek kebijakan makro, kesiapan sistem,
atau persepsi pengguna terhadap sistem perpajakan digital, sementara analisis berbasis data kinerja administrasi
pajak sebelum dan sesudah implementasi sistem masih jarang dilakukan. Padahal, pendekatan longitudinal penting
untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan kinerja administrasi pajak sebagai
akibat langsung dari transformasi sistem.

2. Metode Penelitian
2.1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi longitudinal komparatif, yang
bertujuan untuk menganalisis perubahan kinerja administrasi pajak sebelum dan sesudah implementasi Core Tax
Administration System (Coretax). Pendekatan longitudinal dipilih karena memungkinkan peneliti untuk
mengamati dinamika kinerja administrasi pajak dalam dua periode waktu yang berbeda secara berurutan, sehingga
dapat memberikan gambaran empiris mengenai dampak implementasi sistem informasi perpajakan terhadap
kinerja administrasi pajak wajib pajak badan [6].

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi longitudinal komparatif untuk
menganalisis perubahan kinerja administrasi pajak sebelum dan sesudah implementasi Core Tax Administration
System (Coretax). Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran Kkinerja administrasi pajak
secara objektif melalui indikator-indikator terukur yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Pendekatan ini
dinilai tepat untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan implementasi sistem informasi terhadap kinerja organisasi
berdasarkan data empiris yang bersifat numerik [6].

Desain studi longitudinal digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengamatan perubahan kinerja
administrasi pajak dalam dua periode waktu yang berbeda secara berurutan, yaitu periode pra-implementasi dan
pasca-implementasi Coretax. Pendekatan longitudinal memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika
perubahan kinerja dari waktu ke waktu, serta membedakan kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi berupa
penerapan sistem administrasi pajak yang baru. Dengan demikian, desain ini memberikan dasar yang lebih kuat
dalam mengidentifikasi pola perubahan dan kecenderungan kinerja administrasi pajak secara berkelanjutan [6].

Selanjutnya, desain komparatif diterapkan untuk membandingkan kinerja administrasi pajak antara dua
periode tersebut secara sistematis. Perbandingan dilakukan dengan mengasumsikan bahwa implementasi Coretax
merupakan faktor utama yang memengaruhi perbedaan kinerja administrasi pajak yang diamati, sementara faktor-
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faktor lain diasumsikan relatif konstan dalam periode penelitian. Pendekatan komparatif ini memungkinkan
analisis perbedaan kinerja yang lebih terfokus dan relevan dalam menilai efektivitas implementasi Coretax [7].

Dengan mengombinasikan pendekatan kuantitatif, desain longitudinal, dan analisis komparatif, penelitian
ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang komprehensif mengenai dampak implementasi
Coretax terhadap kinerja administrasi pajak wajib pajak badan. Pendekatan ini juga memungkinkan hasil penelitian
untuk diuji secara statistik sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat objektivitas dan keandalan yang
lebih tinggi.

2.2. Tahapan Penelitian

Objek penelitian ini adalah kinerja administrasi pajak, sedangkan subjek penelitian adalah PT Timah Thk
sebagai wajib pajak badan berskala besar yang beroperasi di sektor pertambangan. Pemilihan PT Timah Thk
didasarkan pada karakteristik perusahaan yang memiliki kompleksitas transaksi perpajakan yang tinggi, intensitas
interaksi administratif dengan otoritas pajak, serta kewajiban perpajakan yang beragam, sehingga relevan untuk
mengevaluasi dampak implementasi Coretax secara komprehensif [8].

Penelitian ini menggunakan data administrasi pajak dalam dua periode observasi, yaitu periode sebelum
implementasi Coretax dan periode sesudah implementasi Coretax. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kinerja
administrasi pajak perusahaan dalam setiap periode pelaporan pajak (masa dan/atau tahunan), yang dianalisis
secara agregat untuk menggambarkan perubahan kinerja dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memungkinkan
identifikasi tren, pergeseran pola Kinerja, serta potensi perbaikan atau penurunan kinerja administrasi pajak pasca-
implementasi sistem baru [9].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif yang bersumber dari
dokumen administrasi perpajakan PT Timah Tbk dan dokumen pendukung yang relevan. Data meliputi, antara
lain, ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), jumlah koreksi atau pembetulan administrasi pajak,
sanksi administratif, serta frekuensi interaksi administratif dengan otoritas pajak. Selain itu, penelitian ini juga
memanfaatkan laporan internal perusahaan dan publikasi resmi otoritas pajak sebagai sumber data pendukung
[10]. Penggunaan data sekunder dinilai sesuai dengan tujuan penelitian longitudinal karena data tersebut bersifat
historis, terdokumentasi, dan dapat dibandingkan secara objektif antar periode waktu [11].

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, dengan cara mengumpulkan dan
mengklasifikasikan dokumen administrasi pajak perusahaan sesuai dengan indikator kinerja administrasi pajak
yang telah ditetapkan. Data kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu data sebelum dan
sesudah implementasi Coretax, untuk memudahkan proses analisis komparatif [12].

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis
komparatif longitudinal. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik kinerja administrasi
pajak pada masing-masing periode, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan
kinerja administrasi pajak sebelum dan sesudah implementasi Coretax.

Apabila data memenuhi asumsi statistik yang diperlukan, pengujian perbedaan dapat dilakukan
menggunakan uji beda berpasangan (paired sample test) atau teknik statistik non-parametrik yang relevan. Hasil
analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai arah dan besaran perubahan kinerja administrasi pajak
sebagai dampak implementasi Coretax [13].

Untuk menjamin validitas dan keandalan data, penelitian ini menggunakan data resmi yang terdokumentasi
dan telah melalui proses administrasi internal perusahaan serta otoritas pajak. Selain itu, konsistensi indikator dan
periode pengamatan dijaga agar hasil analisis dapat merepresentasikan kondisi kinerja administrasi pajak secara
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah [14].

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian.
Pertama, penelitian ini menggunakan data simulasi sebagai dasar analisis kinerja administrasi pajak. Meskipun
data tersebut disusun secara sistematis dan mencerminkan kondisi empiris yang realistis, hasil penelitian ini belum
sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil yang dapat diperoleh dari data aktual administrasi pajak perusahaan.

Kedua, ruang lingkup penelitian ini terbatas pada satu objek penelitian, yaitu PT Timah Tbk. Fokus pada
satu wajib pajak badan dengan karakteristik tertentu menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi
secara luas ke perusahaan lain, terutama yang memiliki skala usaha, sektor industri, dan tingkat kompleksitas
perpajakan yang berbeda.

Ketiga, periode observasi dalam penelitian ini relatif terbatas, yaitu tiga tahun sebelum dan tiga tahun
sesudah implementasi Coretax. Periode tersebut belum sepenuhnya mampu menangkap dampak jangka panjang
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dari implementasi Coretax, terutama terkait stabilitas sistem, perubahan kebijakan pendukung, serta dinamika
adaptasi organisasi dan sumber daya manusia perusahaan terhadap sistem baru.

Keempat, penelitian ini menitikberatkan analisis pada indikator Kinerja administrasi pajak yang bersifat
kuantitatif dan administratif. Aspek kualitatif, seperti persepsi pengguna sistem, tingkat kepuasan wajib pajak,
kesiapan infrastruktur teknologi informasi, dan kualitas dukungan teknis, belum diakomodasi dalam penelitian ini,
padahal aspek tersebut berpotensi memengaruhi keberhasilan implementasi Coretax.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Penelitian

Tabel 1. Data Simulasi Kinerja Administrasi Pajak PT Timah Tbk (Pra & Pasca Coretax)

Tahun Periode Waktu Proses Jumlah Sanksi Data
Pelaporan Administrasi Perbaikan Administratif Internal vs
SPT (%) (hari) SPT (kali) (kali) DJP (%)
2019 Pra-Coretax 86,0 18,8 7 3 2,8
2020 Pra-Coretax 87,5 17,9 6 2 2,5
2021 Pra-Coretax 88,2 17,2 6 2 2,3
2022 Pasca-Coretax 92,8 13,6 4 1 1,5
2023 Pasca-Coretax 95,1 11,8 3 1 1,1
2024 Pasca-Coretax 96,4 10,9 2 0 0,8
Tabel 2. Rata-Rata Kinerja Administrasi Pajak Pra vs Pasca Coretax
Indikator Pra-Coretax (2019-2021) Pasca-Coretax (2022- Perubahan
2024)
Ketepatan Waktu 87,2 94,8 17,6
Pelaporan SPT (%)
Waktu Proses (hari) 17,9 12,1 158
Perbaikan SPT 6,3 3,0 133
(kali/tahun)
Sanksi Administratif 2,3 0,7 11,6
(kali/tahun)
Selisih Data (%) 2,5 11 1,4

Berdasarkan data simulasi, terdapat peningkatan kinerja administrasi pajak PT Timah Tbk setelah
implementasi Coretax. Rata-rata ketepatan waktu pelaporan SPT meningkat dari 87,2% pada periode pra-Coretax
menjadi 94,8% pada periode pasca-Coretax. Selain itu, rata-rata waktu pemrosesan administrasi pajak menurun
secara signifikan dari 17,9 hari menjadi 12,1 hari. Penurunan jumlah pembetulan SPT dan sanksi administratif
mengindikasikan peningkatan akurasi dan konsistensi data perpajakan setelah sistem Coretax diimplementasikan.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas (Shapiro-Wilk) — Data Simulasi

Variabel Sig. Pra-Coretax Sig. Pasca-Coretax Kesimpulan
gPetTepatan waktu pelaporan 0,312 0,428 Normal
Waktu Pemrosesan 0,287 0,366 Normal
Administrasi
Jumlah Pembetulan SPT 0,194 0,251 Normal
Sankdi Administratif 0,163 0,209 Normal
Selisih Data Internal vs DJP 0,301 0,412 Normal

Tabel 4. Hasil Paired Sample t-Test Pra vs Pasca Coretax
Ketepatan waktu -
Pelaporan SPT (%) 87.2 94,8 +7,6 -6,214 0,004 Signifikan
Waktu (izrr?;osesa” 19,9 121 58 5,732 0,006 Signifikan
Pemb?f(‘;'l?)” SPT 6,3 3,0 33 4,981 0,009 Signifikan
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Sanksi Lo
Administratif (kali) | 2 0,7 1.6 4,115 0,014 Signifikan
Selisih Data 2,5 1,1 -1,4 5,268 0,007 Signifikan

Hasil uji paired sample t-test menunjukkan bahwa implementasi Coretax memberikan dampak yang
signifikan terhadap kinerja administrasi pajak PT Timah Tbk. Seluruh indikator kinerja administrasi pajak
mengalami perubahan signifikan secara statistik setelah implementasi Coretax (Sig. < 0,05). Temuan ini
mengindikasikan bahwa Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi pajak, tetapi juga
memperbaiki akurasi dan kepatuhan administratif perusahaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data simulasi yang disajikan pada Tabel 1, kinerja administrasi pajak PT Timah Tbk
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setelah implementasi Core Tax Administration System (Coretax).
Pada periode pra-Coretax (2019-2021), tingkat ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) berada
pada kisaran 86,0% hingga 88,2%. Sebaliknya, pada periode pasca-Coretax (2022-2024), indikator tersebut
meningkat signifikan hingga mencapai 96,4% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan
disiplin pelaporan dan efektivitas sistem administrasi pajak yang digunakan perusahaan.

Selain itu, rata-rata waktu pemrosesan administrasi pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Pada periode pra-Coretax, waktu pemrosesan berkisar antara 17,2 hingga 18,8 hari, sedangkan pada periode pasca-
Coretax waktu tersebut menurun menjadi 10,9 hingga 13,6 hari. Penurunan durasi proses administrasi ini
mengindikasikan peningkatan efisiensi operasional yang didukung oleh integrasi dan otomasi proses dalam
Coretax.

Jumlah pembetulan SPT dan sanksi administratif juga menunjukkan penurunan yang konsisten setelah
implementasi Coretax. Pada periode pra-Coretax, jumlah pembetulan SPT tercatat rata-rata 67 kali per tahun
dengan sanksi administratif sebanyak 2—3 kali. Setelah Coretax diterapkan, jumlah pembetulan SPT menurun
hingga 2 kali per tahun dan sanksi administratif bahkan mencapai nol pada tahun 2024. Kondisi ini
mengindikasikan peningkatan kualitas dan akurasi administrasi perpajakan perusahaan.

Temuan tersebut diperkuat oleh Tabel 2, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata terjadi peningkatan
ketepatan waktu pelaporan SPT sebesar 7,6%, penurunan waktu proses administrasi sebesar 5,8 hari, penurunan
pembetulan SPT sebesar 3,3 kali per tahun, serta penurunan sanksi administratif sebesar 1,6 kali per tahun. Selain
itu, selisih data antara data internal perusahaan dan data DJP juga menurun dari 2,5% menjadi 1,1%, yang
menunjukkan peningkatan keselarasan dan konsistensi data perpajakan.

Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh variabel kinerja administrasi
pajak pada periode pra-Coretax maupun pasca-Coretax memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Dengan demikian,
data dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi asumsi untuk dilakukan uji statistik parametrik [15].

Selanjutnya, hasil paired sample t-test yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh indikator
kinerja administrasi pajak mengalami perubahan yang signifikan secara statistik setelah implementasi Coretax.
Nilai signifikansi (Sig.) untuk seluruh variabel berada di bawah ambang batas 0,05, yang mengindikasikan adanya
perbedaan yang bermakna antara Kinerja administrasi pajak pra dan pasca implementasi Coretax. Dengan
demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa implementasi Coretax berpengaruh signifikan terhadap
kinerja administrasi pajak PT Timah Tbk dapat diterima.

3.2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Core Tax Administration System (Coretax) memberikan
dampak yang signifikan dan konsisten terhadap peningkatan kinerja administrasi pajak PT Timah Thk. Dampak
tersebut tercermin pada seluruh indikator Kinerja administrasi pajak yang dianalisis, meliputi ketepatan waktu
pelaporan, efisiensi proses administrasi, akurasi pelaporan, kepatuhan administratif, serta konsistensi data
perpajakan antara perusahaan dan otoritas pajak. Temuan ini menegaskan bahwa Coretax berfungsi tidak hanya
sebagai instrumen digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan tata kelola perpajakan
Perusahaan

Peningkatan rata-rata ketepatan waktu pelaporan SPT dari 87,2% pada periode pra-Coretax menjadi 94,8%
pada periode pasca-Coretax menunjukkan bahwa Coretax berperan efektif dalam mendukung kepatuhan
administratif perusahaan. Sistem Coretax yang terintegrasi menyediakan mekanisme validasi, pengingat, serta alur
pelaporan yang lebih terstandar, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pelaporan akibat kesalahan prosedural
atau teknis. Temuan ini sejalan dengan kajian OECD yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan
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berkontribusi pada peningkatan kepatuhan formal wajib pajak melalui penyederhanaan proses dan peningkatan
transparansi sistem pelaporan [16].

Peningkatan rata-rata ketepatan waktu pelaporan SPT setelah implementasi Coretax menunjukkan adanya
perbaikan kepatuhan administratif perusahaan. Coretax menyediakan alur pelaporan yang lebih terstruktur, sistem
validasi otomatis, serta integrasi data yang mengurangi ketergantungan pada proses manual. Kondisi ini
meminimalkan potensi kesalahan administratif yang sering menjadi penyebab keterlambatan pelaporan pada
sistem sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan pandangan OECD yang menyatakan bahwa digitalisasi
administrasi perpajakan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal wajib pajak melalui
penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi sistem.

Lebih jauh, peningkatan kepatuhan administratif ini juga mencerminkan adanya proses adaptasi organisasi
dan peningkatan kapasitas internal perusahaan dalam memanfaatkan sistem administrasi pajak berbasis teknologi.
Bagi perusahaan berskala besar seperti PT Timah Tbk, konsistensi pelaporan tepat waktu menjadi indikator
penting keberhasilan integrasi Coretax dengan sistem informasi internal perusahaan.

Penurunan signifikan rata-rata waktu pemrosesan administrasi pajak pasca-implementasi Coretax
mengindikasikan peningkatan efisiensi proses administrasi. Integrasi basis data dan otomasi alur Kkerja
memungkinkan pengurangan tahapan administrasi yang berulang dan menghilangkan duplikasi input data. Hal ini
mendukung pandangan bahwa core tax system berperan dalam mempercepat siklus administrasi pajak dan
meningkatkan produktivitas pengguna sistem [17].

Efisiensi ini memiliki implikasi strategis bagi perusahaan, terutama dalam konteks pengelolaan arus Kas,
perencanaan pajak, dan pengendalian biaya kepatuhan. Penurunan waktu pemrosesan administrasi pajak
menunjukkan bahwa Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi di sisi otoritas pajak, tetapi juga memberikan
manfaat langsung bagi wajib pajak badan melalui pengurangan beban administratif.

Penurunan jumlah pembetulan SPT dan sanksi administratif setelah implementasi Coretax menunjukkan
adanya peningkatan akurasi dan kualitas administrasi perpajakan. Coretax memungkinkan penerapan validasi data
yang lebih ketat, baik melalui integrasi antar modul maupun melalui mekanisme pengecekan otomatis terhadap
kesesuaian data. Dengan demikian, potensi kesalahan administratif dapat diminimalkan sejak tahap awal
pelaporan. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menegaskan bahwa sistem administrasi pajak berbasis
teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan mengurangi kesalahan
administratif yang berimplikasi pada sanksi [18].

Selain itu, menurunnya sanksi administratif juga mencerminkan peningkatan kepatuhan yang bersifat
substantif, bukan hanya formal. Hal ini menunjukkan bahwa Coretax berkontribusi pada penguatan fungsi
pengendalian internal perusahaan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Penurunan selisih data antara data internal perusahaan dan data DJP setelah implementasi Coretax
menunjukkan peningkatan konsistensi dan keselarasan informasi perpajakan. Integrasi basis data dan penggunaan
sistem terpadu memungkinkan sinkronisasi data secara lebih akurat dan real-time, sehingga mengurangi potensi
perbedaan data yang sebelumnya sering memicu klarifikasi atau sengketa administratif. Temuan ini sejalan dengan
pandangan OECD yang menekankan bahwa integrasi dan analitik data merupakan fondasi utama peningkatan
kualitas administrasi pajak dan kepastian hukum perpajakan [19]. Penurunan signifikan rata-rata waktu
pemrosesan administrasi pajak dari 17,9 hari menjadi 12,1 hari menunjukkan bahwa Coretax mampu
meningkatkan efisiensi proses administrasi pajak secara nyata. Integrasi basis data dan otomasi alur kerja dalam
Coretax mengurangi ketergantungan pada proses manual dan menghilangkan duplikasi pekerjaan yang
sebelumnya terjadi pada sistem administrasi pajak konvensional. Hal ini konsisten dengan temuan OECD yang
menegaskan bahwa sistem administrasi pajak berbasis core system dapat mempercepat siklus administrasi dan
meningkatkan produktivitas baik di sisi otoritas pajak maupun wajib pajak.

Bagi PT Timah Tbk yang memiliki struktur transaksi kompleks, peningkatan konsistensi data ini
berimplikasi penting dalam menurunkan risiko administratif dan meningkatkan hubungan kepatuhan kooperatif
dengan otoritas pajak. Dengan demikian, Coretax berperan sebagai sarana penguatan tax governance perusahaan.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat kerangka konseptual sistem informasi yang menyatakan
bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Dalam konteks
administrasi perpajakan, Coretax berfungsi sebagai sistem informasi terintegrasi yang meningkatkan efisiensi
proses dan kualitas informasi perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja administrasi
pajak [20]. Selain itu hasil penelitian ini juga memperkuat kerangka konseptual yang menyatakan bahwa
implementasi sistem informasi terintegrasi berdampak positif terhadap kinerja organisasi melalui peningkatan
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efisiensi proses dan kualitas informasi. Dalam konteks administrasi perpajakan, Coretax berfungsi sebagai enabler
utama transformasi digital yang mendorong perbaikan kinerja administrasi pajak secara sistemik

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi otoritas pajak dan wajib pajak badan.
Bagi otoritas pajak, temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi efektivitas implementasi Coretax dan perumusan
kebijakan pendampingan wajib pajak pada masa transisi sistem. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menegaskan
pentingnya kesiapan sistem internal, standardisasi proses, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar
manfaat Coretax dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan implikasi penting bagi
otoritas pajak dan wajib pajak badan. Bagi otoritas pajak, hasil ini dapat menjadi dasar evaluasi efektivitas
kebijakan implementasi Coretax dan pengembangan strategi pendampingan wajib pajak pada masa transisi sistem.
Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kesiapan sistem internal dan peningkatan kapasitas
sumber daya manusia agar manfaat Coretax dapat dioptimalkan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kinerja administrasi pajak PT Timah Thk sebelum
dan sesudah implementasi Core Tax Administration System (Coretax) melalui pendekatan studi longitudinal.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan pengujian statistik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
implementasi Coretax memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja administrasi pajak perusahaan.
Secara empiris, terjadi peningkatan yang konsisten pada indikator ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan
(SPT) setelah implementasi Coretax. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak yang
terintegrasi mampu mendukung kepatuhan administratif perusahaan secara lebih efektif dibandingkan sistem
sebelumnya. Selain itu, efisiensi proses administrasi pajak juga mengalami perbaikan yang signifikan, yang
tercermin dari penurunan rata-rata waktu pemrosesan administrasi pajak pasca-implementasi Coretax. Dari aspek
kualitas administrasi perpajakan, penelitian ini menemukan adanya penurunan jumlah pembetulan SPT dan sanksi
administratif. Temuan tersebut mengindikasikan peningkatan akurasi, konsistensi, dan keandalan data perpajakan
yang dihasilkan oleh perusahaan setelah penggunaan Coretax. Peningkatan kualitas data ini turut berkontribusi
pada berkurangnya intensitas permasalahan administratif yang memerlukan klarifikasi atau tindakan korektif dari
otoritas pajak. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keselarasan antara data perpajakan
internal perusahaan dan data yang tercatat pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. Penurunan selisih data
mencerminkan peningkatan konsistensi informasi perpajakan dan memberikan implikasi positif terhadap kepastian
administrasi serta penguatan tata kelola perpajakan perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan
bahwa implementasi Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi pajak, tetapi juga
memperbaiki kualitas dan kepatuhan administratif PT Timah Tbk secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan
bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja
administrasi pajak wajib pajak badan, khususnya pada perusahaan dengan kompleksitas transaksi yang tinggi.
Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data aktual administrasi
perpajakan yang bersumber langsung dari perusahaan dan/atau otoritas pajak, sehingga hasil penelitian memiliki
tingkat validitas empiris yang lebih tinggi dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang lebih kuat.
Penelitian mendatang juga disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih dari satu wajib
pajak badan, baik lintas sektor industri maupun lintas skala usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan
daya generalisasi temuan serta memungkinkan analisis perbandingan dampak implementasi Coretax antar sektor
atau kelompok perusahaan. Selain itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan periode observasi yang
lebih panjang untuk menangkap dampak jangka menengah dan jangka panjang implementasi Coretax. Analisis
jangka panjang penting untuk menilai stabilitas sistem, keberlanjutan peningkatan kinerja administrasi pajak, serta
potensi munculnya tantangan baru setelah fase transisi sistem berakhir. Penelitian selanjutnya juga dapat
mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan memasukkan variabel perilaku dan organisasi,
seperti persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, kesiapan teknologi informasi, dan dukungan
manajemen. Pendekatan mixed methods ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Coretax di tingkat wajib pajak badan.
Terakhir, penelitian di masa depan dapat mengembangkan model analisis yang mengintegrasikan Kinerja
administrasi pajak dengan kinerja keuangan perusahaan atau tingkat kepatuhan pajak material, sehingga kontribusi
Coretax terhadap tata kelola perpajakan dan Kinerja korporasi dapat dianalisis secara lebih mendalam.
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